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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keberadaan ius constitutum yang terkait dengan penanggulangan 
kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana dapat 
diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Metode 
penafsiran dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan aturan yang 
sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa. Dalam menerapkan 
peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan 
penyedotan pulsa, tidak hanya mengedepankan pada aspek kepastian 
hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan harus diberikan terhadap 
pelaku maupun korban. Metode penafsiran tidak hanya mengarah pada 
aturan yang terdapat didalam Undang-Undang, tetapi lebih mengarah 
pada aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga penerapan aturan yang 
digunakan dapat membawa manfaat bagi pelaku, korban dan 
masyarakat. Keadilan merupakan pilar yang utama karena penerapan 
hukum yang adil, maka aspek kepastian dan kemanfaatan telah tercakup 
didalamnya. 
2. Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan 
penyedotan pulsa, maka hukum pidana Indonesia dapat memodifikasi 
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peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan kejahatan berbasis 
handphone. Konsep hukum pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang mempengaruhi tindak kejahatan, maka 
aturan hukum pidana yang sudah ada juga dapat dimodifikasi berbentuk 
Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU ITE, maupun RUU 
Perlindungan Konsumen). Peraturan perundang-undangan dapat 
dimodifikasi dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang 
sesuai dengan bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan penyedotan 
pulsa. 
B. Saran 
Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis 
sekiranya memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 
yaitu: 
1. Kasus kejahatan penyedotan pulsa dapat diterapkan dengan berbagai 
peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan 
Konsumen). Hakim dengan metode interpretasi mempunyai kebebasan 
untuk menetapkan kebijakan. Jaksa dan Penyidik Polri dalam melakukan 
penuntutan dan pemeriksaan dapat menggunakan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang ada. Peran serta dari aparat penegak hukum 
untuk mengatasi kasus kejahatan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi 
sangat diperlukan, khususnya kasus penyedotan pulsa. Perlunya 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (aparat penegak hukum) dengan 
melakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang cybercrime untuk mengatasi 
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persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan terhadap teknologi 
komunikasi. 
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan terhadap 
pelaku penyedotan pulsa, meskipun belum ada peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan penyedotan pulsa. 
Legislatif bersama-sama dengan eksekutif dapat melakukan modikasi 
terhadap aturan yang telah ada, mengingat kejahatan teknolgi terus 
berkembang khususnya pemanfaatan handphone. Peraturan yang diterapkan 
harus memuat sanksi pidana yang tegas terhadap kejahatan penyedotan 
pulsa, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum. 
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